BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini akan dikemukakam gagasan—gagasan pokok
yang merupakan hasil refleksi terhadap obyek penelitian. Sepertl
telah disebutkan pada bagiah.awai tujuan penelitian ini ‘bukanlah
menghasilkan generalisasi  tetapi konseptualisasi pemahaman
tentang peranan LPSM sebagaili agen pembangunan di luar birokrasi
pemerintah dalam kompleksitas dan konfigurasi interaksinya dengan
berbagai tingkat organisasi dalam lingkungan strategis dan
operasionalnya termasuk birokrasi pembangunan itu sendiri.
FPeneiiti mengharapkan agar konseptualisasi peranan LPSM ini dapat
melahirkan 1inspirasi bagi peneliti lain untdﬁ'y;eneliti lebih
lanjut aspek-aspek yang belum tercakup dalam penelitian ini.

Kerangka konseptual {conceptual framework) yvang digunakan
dalam penelitian ini memusatkan perhatian pacda aspek
"institution-building" dari administrasi pembangunman. LPSM dengan

segala kelebihannya dari bkirokrasi formal pemerintah memiliki

potensi untuk mengembangkan institusi-institusi yang sangat
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bermanfaat untuk kelancaran proses pembangunan seperti
keswadayaan dan kemandirian, kebiasaan menabung untuk 'pemupukan
modal swadavya, kewitraswataan, dsbnya. LPSM Bina Swadaya telah
melakukan fungsi atau peranan ini melalui Kelompok UB vyang
menyertal setiap program atau proyeknya untuk ﬁeningkatkan
kesejahteraan kelompok sasaranmnya. Beberapa program  yang telah
dibahas antara lain program pengembahgan wilayah.terpadu di ANTT,
proyek perhutanan sdsial (social forestry) di ;elurgh Pulau Jawa
dan pengembangan irigasi.terpadu di Jawa Barat.

Namun dalam melaksanakan peranannya itu tidak terlepas dari
interaksi LPSM Binma Swadaya dengan berbagai tingkat organisesi di
iuar dirinya dan dinamika internal kelembagaan sebggai LPEM besar
yang " berusaha untuk swadana. Karena itu aktivitas pembangunan
institusional dalam kerangka administrasi pembangunan yang
ditakukan oleh LPSM Bina Swadaya dilihat sebagai hasil interaksi
dengan befbagai tingkat organisasi(levels of organizations) dalam
lingkungan operasionalnya. Tingkat organisasi yang secara khusus
diperhatikan dalam penelitian ini adalah pemerintah/birokrasi
dengan administrasi pembangunannya, komunitas LPSM/NGC
internasional, sektor bisnis swasta (konglomerat) dan LPSM studi
kasus Bina Swadavya. Sektor bisnis swasta tidak dibahas secara
khusus dalam penelitian ini karena hubungan antara LPSM  dengan
konglomerat merupakan suatu gejela yang relatif baru sementara
hubungan LPSM dengan dua tingkat organisasi lainnya merupakan

hubungan vyang tidak bisa dipisahkan dari eksistensi LPSM.

Y
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Meskipun demikian dalam analisis studi kasus sektor bisnis swasta
ini dimasukkan karena posisinya semakin penting ditinjau dari
strategi LPSM untuk menggali potensi sumberdaya dalam négeri demi
menunjang kelancaran operasinya sepérti vang dituntut oleh

masyarakat LPSM internasional.

Tesis utama vyang dikembangkan dalam penslitian ini
mengasumsikan bahwa LPSM sebagai agen pembangunan bukanlah
organisasi yvang semata—-mata (completely) ditentukan oleh

kekuatan—kekuatan sosial yang imperscnal dan juga bukan produk

yang pasif dari proses—proses sejarah. LPSM tidak hanvya
dipengaruhil oleh administrasi pembangunan yang menciptakan
birokrési yvang dominan daH’tekanan masyaraka£ LPSM internasional
tetapi Juge secaﬁé kreatif menentukan posisinya sendiri. dalam

konfigurasi hubungan dengan komponen—komponen yang terdapat di
dalam lingkungannya. Dengan kata lain peranan LPSM cdalam
pembangunan dipahami sebagai hasil studi makro dan mikro di mana
lingkungan eksternal dan dinamika internal organisasi dianalisis

secara interaktif.

Untuk mengembangkan tesis ini peneliti mulail dengan
penslusuran terhadap gejala birockrasi vang ¢ dominhan dalam
administrasi nembangunan pemerintah  Orde Baru bazik dalam
perspektif historis maupun perspektif perkembangan dan
implementasi administrasi pembangunan itu sendiri. Secara

historis ternyata birokrasi yang dominan merupakan warisan zaman
kolonial di mana rakyat lapisan bawah secara sistematis

dialienasikan dari proses-proses sosial, ekonomi dan politik
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untuk melestarikan eksploitasi oleh penguasa kolonial. Dalam masa
kemerdekaan ternyata stratifikasi sosial ekornomi ‘tidak banyak
mengalami perubahan sehingga rakyat lapisan bawah tetap berada

dalam posisi vyang periferal secara scsial, ekonomi maupun

.

"bglitik meskipun ada usaha pemerintah untuk memperkuat kelas

borjuasi pribumi seperti melalui Program  Benteng pada tahun
1950an.

Latarbelakang ekonomi dan politik pada akhir tahun 1%9&60an
mengkondisikan pemerintah Orde Baru untuk memilih strategi
pembangunan yang berorientasi keluar (outward-—-looking development
strateagy) dengan memusatkan perhaitian pada . peningkatan
pertumbuhan ekonomi. Model pembangunan yang menekankan
pertumbuhan ini perlu diwajudkan melalui adminiétrasi pembangunan
yang sesuai. Administrasi pembangunan di sini dipahami sebagai
proses pengendalian usaha (administrasi) cleh negara/pemerintah
untuk merealisir pertumbubhan yang direncanakan ke arah suatu
keadaan vyang dianggap lebih baik dan kemajuan dalam berbagai
aspek kehidupan bangsa. Administrasi pembangunan yang cocok untuk
model pertumbuhan berlandaskan birokrasi klasik dan priﬁﬁ}P
manajemen, orientasi tujuan pada efisiensi, produktivitas dan
efektivitas, ciri-ciri birokrat adalah enterpreneur, struktur dan
proses bersifat sentralistis, top—down, otoriter, birokrasi
tinggi dan regulasi zznuh, dan modal anﬁalan yvang menggerakkan
pembangunan adalah mobilisasi modal pada l=vel! nasiconal  maupun

internasional. Implikasi perencanaan dan pelaksanaan gembangunan
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yang bersifat sentralistis pada gilirannya akan menimbulkan apa
yang disebut dispowerment dan departicipation. Studi kasus
tentang prosedur yang berkaitan dengan Program Inpres Daerah
Tingkat II bisa dijadikan ilu;trasi untuk menjelaskan gejala itu.
Meskipun dalam administrasi pembangunan kita sudah ada lembaga-—
lembaga vyang secara formal berfungsi untuk menyalurkan aspirasi
dari grassroots seperti LKMD (Leﬁbaga Ketahanan Masyarakat Desa)
dan LMD {(Lembaga Musyawarah Desa), namun lembaga—-lembaga ini
didominesi oleh elit-elit spsial ekonomi di desa dan lebih
melayani kepentingan atasannya daripada mengabdi rakyat yang
diwakilinya.

Keseluruhan uraién di atas dimaksudkan untuk memberikan
eksplanasi mengapa kehadiran LPSM diperlukan dalam. proses
pembangunan di Indonesia. Meskipun masih harus diperdebatkan
apakanh ULPSM atau yang di dunia Barat dikenal dengan sebutan NGO
mampu mengatasi kelemahan—-kelemahan birokrasi pembangunan di
atas. Salah satu kendala bagi LPSM di negara-negara berkembang
adalah pola hubungannya dengan rekan-rekannya dari - negara
industri maju yang biasanya menyediakan sumberdaya keuangan dan
teknologi bagi mereka. Hubungan kedua pihak sangat dipengaruhi
oleh perbedaan perspektif dan kepentingan di mana LPSM/NGD dari
negara—-negara maju (Utara) menginginkan agar LPSM di negara-
negara berkembang (Selatan) lebih kreatif dan inovatif dalem
memobilisasi sumber aana dalam negeri.

Perscalan lebih lanjut adalah melihat bagaimana pengaruh

dua tingkat organisasi di atas terhadap LPSM Bina Swadaya
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sehingga kita dapat mengetahul posisinya secara kualitatif dalam
konfigurasi interaksinya dengan lingkungannya. Strategli utama
Bina Swadaya untuk menggetrakkan pembangunan atas dasar
keswadayaan masyarakat adalah melalui KS5M yang pembentukan dan
pengelolaannya ditangani sepenuhnys oleh pengurus dan parea
anggota. Petuges lapangan Bina Swadaya hanya berfungsi sebagail
pendamping. Adapun seogi-segil yang dikembangkan melalui KSM ini
adalah sumbefdaya manusia, kelembagaan, pengembangan modal,
pengembangan 'usaha, dan penyediaan informasi. Strategi
pemberituican  KSM ini.diintegrasikan dengan setiap program yang
dilaksanakan oleh Bima BSwadava.

Bersamaan dengan pertumbuhan prganisasinya yang semakin

pesat yang bisa dilihat dari spektrum program yang berskala

nasional, jumlah staf yang besar, fasilitas vyang lengkap dan
canggih, Jjumlah anggaran yang meningkat, Bimna Swadaya semakin
mengarah pada LPSM besar vyang berusaha untuk berswadana.
Implikasi vyang tak terelakkan dari perkembangan organisasi

(organizational development} ini adalah birokrasi Bina Swadaya
vang semakin kompleks yang dikendalikan dari pusatnya di Jakarta.
Birokrasi yvang koméleks ini bisa dilihat dari jenjang hiraerkis
yang bertambah dan fungsi koordinasi vyang semakin kompleks
cakupannya. Hasil pengamatan terhadap pengalaman Bina Swadaya ini
mengantar kita pads xesimpulan bahwa tantangan nysta bagi LPSM
besar adalah bagaimana menyederhanakan birokrasinya sehingga

pertumbuhan organisasi tidak menjaubkannya dari sekutu alamiah
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dan sekutu moralnya yaitu kelompok masyarakat yang miskin. Déngan
demikian konseptualisasi yang bersifat hipotetis yéng dapat
dikemukakan di sini adalah bahwa pertumbuhan organisasi dan
birokrasi LPSM berpotensi untuk malah mendekatkannya dengan tipe
birokrasi pemerintah vyang, per definisi, merupakan protagonis
birokrasi LPS5M pada umumnya3.

Drganisasi LPSM yang besar mempunyail beban yang besar pula
baik untuk membiayai program—programnya maupun untuk membiayai
stafnya yang menyandang tuntutan yang wajar dan manusiawi untuk
mengembangkan karier dan taraf hidupnya sesuai dengan perjalanan
waktu. Dalam situasi seperti itu sikap dan pilihan yang rasional
bukanlah sikap indifferent terhadap surplus usaha karena
taruhannvya adélah Eksiétensi organisasi.’ Dengan - demikian
konseptualisasi vyang dihasilkan melaluil penelitian 1ini secara
hipotetis dirumuskan bahwa perkembangan organisasi LPSM
mengandung tuntutan intrinsik bagi dirinya untuk memilih sikap

ekonomi yang rasianal.

Saran—saran

Sesuai dengan konseptualisasi yang dirumuskan di atas maka
beberapa saran ingin dikemukakan di sini.,Pertama, kehadiran LPSM
sebagai agen pembangunan nonpemerintah perlu didukung oleh
masyarakat maupun pemerintah, karena mereka memiliki potensi
kelembagaan untuk mengoreksi kekurangan—kekurangan yang

disebabkan oleh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan vyang
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bersifat sentralistis. Meskipun vyang masih menjadi agenda
penelitian lebih lanjut adalah seberapa besar organisasi suatu
LPSM sehingga dapat menjialankan misinya secara efektif.

Kedua, perkembangan organisasi suatu LESM hendaknya tidak
melupakan kedekatan emosional atau empatinya terhadap ksum miskin
yvang hendak ditolongnya. Untuk itu salah satu upaya vang bisa
dilakukan adalah memperkuat fungsi petugas lapangan yang
merupakan ujung tombak bagi LPS5M dalam menggerakkan keswadayaah
masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks ini sangatls -relevan
bagi LPSM besar seperti Bina Swadaya untuk menerapkan konsep
desentralisasi di mana satuan wilayah—satuan wilayabh yang ada di
daerah dan petugas lapangan yang berkomunikasi dengan kelompok
sasaran diberi wewenang yang luas dan nyaté dalam merén:ankan dan
melaksanakan progrém—program pembangunan demi memenuhi kebutuhan
vang dirasakan oleh kelompok sasaran. Petugas di lapangan dapat
mendampingi anggota-anggota K5SM yang ada untuk memilih bidang
usaha yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal yang tersedia.
Organisasi pusat di Jakarta hendaknya berfungsi sebagal pendukung
atau penunjang kegiatan pengembangan keswadayaan di daerah dengan
menyediakan sumberdaya manusia yang profesional dan
berpengalaman, sumberdaya keuangan, dan sumberdaya teknologi.
Proyek pembangunan berupa cetak biru yang dipaksakan dari atas
tidak akan herangsang- partisipasi masyarakat dalam kegiatan
pembangunan karena kelompok sasaran tidak diikutsertakan dalam

proses perencanaannya.
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Ketige, upaya LPSM untuk membiayail program—programnya
secara swadana sesungguhnya baik dan perlu. Mereﬁa mempunyai
alasan internal dan eksternal untuk melakukan upaya itu. Untuk
itu apakah tidak sebaiknya dilakukan suatu pemisahan yang tegas
dan eksplisit antara sektor LPSM yang bertujuan untuk pendanaan
dan sektor LPSM yang murni pengembangan keswadayaan. Jika tidak,
maka masyarakat éengan bekal pengetahuan yang terbatas tentang
LPSM tidak akan pernah menilaili secara obyektif tentang keberadaan
LPSM besar. Akibatnya apa yang secara tulus telah dilakukan oleh
LPSM melalui program—programnya tidak mendapat apresiasi yang
wajar dari masyarakat.

Keempat, pemerintah sebaiknya memberi keleluasaan kepada
LPSM galam berbagai programnya untuk merigembangkan keswadayaan
masyarakat. Salah satu gagasan yang perlu dipertimbangkan dalam
era deregulasi dan debirokratisasi sekarang ini adalah untuk
menjadikan LPSM sebagai mitra pemerintah yang potensial dan
kritis dalam membangun masyarakat khususnya vyang berekonomi
lemah. Pendekatan kemitraan (partnership) dalam menanggulengi
cemiskinan dan katerbelakangan dalam masyarakat akan lebih

ifbermanfaat bagi semua pihak daripada kecurigaan dan pembatasan
yang berlebih-lebihan terhadap ruang gerak LPSM.

Kelima, mesih banyak aspek vyang belum tercakup dalam
penetitian 1ini seperti pengukuran tingkat keswadayaan, oola
kepemimpinan dalam LPSM, ukuran prganisasi yang ideal beagi LPSM
sehingga menjamin efektivitasnya, dsbnya. Peneliti tain kiranya

dapat melengkapi kekurangan itu.
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